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ABSTRAK

Sherly Oktaviona Avindo : Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Kantor UPTD  Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Kota Pariaman

Pembimbing :  Chichi Andriani, SE, M.M

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi administrasi pajak
kendaraan bermotor serta faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak
kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di kantor UPTD Sistem Admnistrasi
Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Pariaman.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode yang digunakan adalah metode
deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan
informasi yang ada. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan data
primer yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara dengan staf di
kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota
Pariaman.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil kantor UPTD SAMSAT kota
Pariaman telah menetapkan sanksi admninistrasi berupa denda sebesar 2% dari
jumlah pokok pajak yang terutang namun dengan adanya sanksi admninstrasi
tersebut tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk
membaya rpajaknya tepat waktu yang disebabkan oleh adanya beberapa faktor,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kantor UPTD SAMSAT lebih menitik
beratkan kepada jumlah pajaknya dari pada jumlah sanksi yang diharus dibayarkan
olehwaijib pajak.

Kata Kunci (keyword) : sanksi admnistrasi, Pajak kendaraan bermotor.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar Negara untuk
mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil serta menjamin kedudukan hukum
yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu Negara
yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan sumber daya alam yang
melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia mendorong
pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional sehingga harus melakukan

perubahan disegala sektor dami meningkatkan pendapatan Negara.

Adanya perkembangan kemajuan pembangunan di segala bidang,
pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua
sumber pendapatan Negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan
yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan
nasional adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara
yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk
mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pajak juga merupakan bagian yang cukup
potensial sebagai penerimaan Negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang

dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam



APBN. Penerimaan sektor pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah
untuk meningkatkan pembangunan Negara. Penyelenggaraan pemerintah,

pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak di danai dari sektor pajak.

Salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai
seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif masyarakat untuk
memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak sehingga keperluan
pembangunan bisa di biayai. Menurut Marihot (2006:98) Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu: pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya
didapatkan melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Berikut jumlah kendaraan

bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT kota Pariaman

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar pada
kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman

No | Tahun Kendaraan Beromotor yang Terdaftar
1 2015 42,899
2 2016 46,549
3 2017 50,145
4 2018 53,289

Sumber: kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman tahun 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di
kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya
jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya maka penerimaan daerah dari pajak

kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Hal ini tentunya harus



mendapat perhatian dari pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap

pembangunan di setiap daerah.

Menurut Damas (2017:118) pajak kendaraan bermotor merupakan pajak
atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang
merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki konstribusi tinggi
dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pembangunan daerah tiap
kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapatkan melalui
pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu

dioptimalkan sebaik mungkin.

Menurut Amalia (2016:44) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap
wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk
membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang
disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa indikator untuk
mengukur kesadaran perpajakan, yaitu: mengetahui adanya Undang-Undang dan
ketentuan umum perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
memehami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar dan melaporakn pajak secara
sukarela dan membayar dengan benar. Faktor yang mempengaruhi penerimaan

pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat



di negara tersebut, wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap

kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma.

Faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki
pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak kendaraan bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika keyakinan wajib
pajak terhadap sanksi perpajakan semakin tinngi akan menjadi pertimbangan
bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaran
bermotor (PKB). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak
mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut Amalia (2016:38) Sanksi administrasi yang dikenakan berupa
denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib
pajak lewat dari tanggal jatuh tempo yang tertera di Surat Tanda Kepemilikan
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Keyakinan wajib pajak mengenai
sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajaknya.



Sanksi pajak memberikan pembelajaran bagi wajib pajak agar tidak
meremehkan peraturan perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan
kendaraan bermotor diwujudkan melalui sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi
administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan
pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD). Pajak diserahkan pada daerah untuk dipungut dan diurus,
dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu

Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT.

Sistem administrasi manunggal satu atap merupakan salah satu sarana
dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi
dalam penerimaan pajak Negara, secara umum sistem administrasi manunggal
satu atap diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap
pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kurangnya tingkat kepatuhan dan
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi
sebab tingkat optimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidak patuhan ini dapat
dilihat dari adanya kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak yang membayar
pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman. Berikut
jumlah kendaraan yang taat membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor

UPTD SAMSAT kota Pariaman.



Tabel 2. Kendaraan Bermotor yang Taat Membayar Pajak
Pada kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman

No | Tahun Jumlah Kendaraan Berm(_)tor
yang Taat Membayar Pajak

1 | 2015 27.562

2 | 2016 29.027

3 | 2017 27.941

4 | 2018 28.838

Sumber: kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman Tahun 2019

Selama kurun waktu 4 tahun adanya peningkatan dan penurunan jumlah
wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di kota Pariaman.
Banyaknya wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk
membayar pajak kendaraan bermotor sehingga melebihi masa berlaku pajak
karena beberapa alasan yaitu dengan alasan sibuk, lupa, kendaraan masih dalam
proses kredit, kendaraan untuk jarak dekat, kendaraan sudah tua dan sebagainya.
wajib pajak kendaraan yang telat atau terlambat melakukan pembayaran pajak
maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan
dari jumlah pajak yang terutang. Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna
memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan peraturan
perpajakan. Berikut tabel perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor yang
terdaftar pada kantor SAMSAT kota Pariaman dengan jumlah kendaraan
bermotor yang dikenakan sanksi administrasi pada kantor SAMSAT kota

Pariaman.

Meskipun pemerintah talah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib

pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenubhi



kewajibannya, namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak tidak atau
terlambat membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Salah satu
yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengupayakan pembayaran pajak
adalah optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai
pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak
melalaikan kewajibannya.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Sanksi Administrasi pada
Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman

No | Tahun Kendaraan bermotor _Kendaraan ber_motor yang
yang terdaftar dikenakan sanksi administrasi

1 2015 42,899 9,450

2 2016 46,549 6,822

3 2017 50,145 9,639

4 2018 53,289 10,458

Sumber: kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar
pada kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman dengan jumlah kendaraan bermotor
yang dikenakan sanksi administrasi pada kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman.
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul dan topik “ Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Kota Pariaman ¢



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor
UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota
Pariaman?

2. Apa saja faktor-aktor penghambat pembayaran pajak kendaraan bermotor
pada kantor UPTD Sistem Admnistrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor
pada kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Kota Pariaman.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak
kendaraan bermotor pada kantor UPTD Sistem Admnistrasi Manunggal Satu
Atap (SAMSAT) kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:



1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai
pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi instansi terkait
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengenaan
sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak.

3. Bagi pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca

mengenai sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang
Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD
SAMSAT Kota Pariaman menyatakan bahwa pengenaan sanksi admnistrasi
berupa denda sebesar 2% setiap bulan kepada wajib pajak yang terlambat
membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor yang
dikenakan sanksi administrasi semakin meningkaat setiap tahunnya seiring
dengan peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada
Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman. Wajib pajak telah megetahui bahwa
terlambat membayar pajak kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi
administrasi, namun wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak yang
mengabaikan peraturan perpajakan tersebut. Sanksi administrasi yang telah
ditetapkan ternyata tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan
bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Faktor-faktor
penghambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah faktor internal
yaitu faktor yang berasal dari dalam kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman dan

faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penjelasan terkait penelitian diatas, saran yang dapat

disampaikan oleh peneliti sebagai solusi yang diharapkan bisa memberikan
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manfaat kepada kota Pariaman dalam hal ini terutama bagi pihak kantor UPTD
sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) adalah terkait sanksi
administrasi pajak kendaraan bermotor Kota Pariaman diharapkan meningkatkan
sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dengan
memasang spanduk-spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya
membayar pajak di stasiun-stasiun televisi yang ada di Daerah. Dalam
menjalankan kewajibannya wajib pajak diharapkan mempunyai kesadaran untuk

membayar pajak tepat waktu.
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